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menjadi faktor utama menurunnya kepercayaan masyarakat.
Studi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip integritas,
keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 14 Tahun
2011. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan
penegakan kode etik guna memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, pembenahan etika dan
profesionalisme di tubuh kepolisian menjadi kunci dalam mengembalikan legitimasi dan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi kepolisian di Indonesia.
ABSTRACT
This study examines the role of ethics and professionalism of the police as law enforcers in maintaining public
trust, with a case study of ethical and legal violations committed by Ferdy Sambo. This case highlights the gap
between public expectations of the integrity of the police and the reality of practices in the field, which has an
impact on the crisis of public trust in the police institution. The study uses a descriptive qualitative method
through literature studies and data analysis from various news sources and related literature. The findings
show that violations of the code of ethics and abuse of power by officers, especially in the case of Ferdy Sambo,
worsen the image and legitimacy of the police institution. The failure of the internal monitoring system and
the weak implementation of sanctions for ethical violations are the main factors in the decline in public trust.
This study emphasizes the importance of implementing the principles of integrity, justice, and responsibility
as stipulated in Law No. 2 of 2002 and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011. This study also provides
strategic recommendations to strengthen the monitoring system and enforcement of the code of ethics in order
to restore public trust. Thus, improving ethics and professionalism within the police force is key to restoring
the legitimacy and public trust in the police institution in Indonesia.

PENDAHULUAN

Polisi sebagai penegak hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan
kepercayaan masyarakat (Adinda & Azeharie, 2023, 163-171). Namun, kasus-kasus pelanggaran etik dan
profesionalisme yang melibatkan aparat kepolisian, seperti kasus Ferdy Sambo, telah memicu krisis
kepercayaan publik terhadap institusi ini. Kasus tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara
harapan masyarakat akan polisi yang berintegritas dan realita perilaku sebagian aparat yang menyimpang
dari Kode Etik Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Dalam perspektif teori Legitimasi Institusional oleh Tyler (2006), kepercayaan masyarakat
terhadap aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan prosedural dan
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profesionalisme yang ditunjukkan. Ketika aparat kepolisian gagal menunjukkan integritas dan etika (Faisal
etal, 2023, 667-674) yang tinggi, legitimasi mereka pun terancam. Hal ini menuntut adanya evaluasi dan
perbaikan menyeluruh terhadap penerapan etika dan profesionalisme dalam tubuh kepolisian (Sulasno et
al, n.d,, 453-465).

Kasus Ferdy Sambo menyingkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan penerapan
sanksi terhadap pelanggaran etika, yang pada akhirnya memperdalam jurang ketidakpercayaan publik.
Selain itu, ekspos media yang masif terhadap kasus ini memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat.
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat akan penegakan hukum yang adil
dan profesional serta kenyataan yang terjadi di lapangan (Suspaningrum & Sunarto, 2024, 162-167).

Penelitian ini berfokus pada analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak
hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan teori Etika Profesional dari Bayles (1989),
seorang aparat penegak hukum harus memegang prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan tanggung jawab.
Namun, kasus Ferdy Sambo menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip ini, mulai
dari penyalahgunaan wewenang hingga upaya pengaburan fakta hukum (Chaeruddin et al., 2024).

Studi terdahulu oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap
kepolisian sangat berkorelasi dengan penerapan etika dan profesionalisme oleh aparat. Namun, belum
banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis kasus-kasus spesifik yang berdampak signifikan
pada kepercayaan masyarakat, seperti kasus Ferdy Sambo. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi
kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelanggaran etika dan
profesionalisme berimplikasi pada krisis kepercayaan publik.

Harapan masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum adalah profesionalisme,
transparansi, dan keadilan. Namun, realita yang tergambar dalam kasus Ferdy Sambo menunjukkan
adanya manipulasi kekuasaan dan pelanggaran etika yang meruntuhkan kredibilitas institusi kepolisian.
Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan dalam
penerapan etika dan profesionalisme kepolisian.

Teori Social Contract dari Rousseau juga relevan dalam konteks ini, di mana legitimasi kekuasaan
aparat penegak hukum sangat bergantung pada pemenuhan harapan masyarakat terhadap penegakan
hukum yang adil. Ketika kontrak sosial ini dilanggar, legitimasi institusi pun terancam.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam tiga aspek utama. Pertama, fokus pada analisis kasus
spesifik Ferdy Sambo yang berdampak luas terhadap persepsi publik. Kedua, penerapan teori etika
profesional dan legitimasi institusional secara terpadu untuk memahami krisis kepercayaan publik
terhadap kepolisian. Ketiga, memberikan rekomendasi strategis berbasis data empiris untuk memperkuat
penerapan etika dan profesionalisme dalam institusi kepolisian (Kim & Jung, 2023, 27-51).

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penyajian data secara objektif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam dan terpusat karena berdasarkan fakta, peristiwa dan
realita. Metode ini peneliti gunakan agar dapat menjelaskan objek kajian secara menyeluruh, yaitu dengan
menganalisis setiap perkembangan berita yang dikeluarkan baik dari televisi, website social media dan
lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (studi research) yaitu
pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau yang
mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dan telaah yang dilakukan untuk mencegah suatu masalah
yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan bahan pustaka yang
saling terkait atau relevan. Seperti e-jurnal, situs berita online. Analisis data dilakukan melalui beberapa
tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Kode Etik Kepolisian dalam
UU Nomor 2 Tahun 2002

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Polisi merupakan istilah yang
diambil dari konsep Catur Praja dan Vollenven yang membagi struktur pemerintahan menjadi empat
bagian, yaitu Bestuur, Politite, Rechtspraak, dan Regelling. Pada pengertiannya, polisi merupakan bagian
dalam organ organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap
beberapa kewajiban. Dalam buku The Blind Eye of History yang ditulis oleh Charles Reith disana
menjelaskan bahwa polisi merupakan setiap usaha untuk menertibkan atau memperbaiki susunan
kehidupan masyarakat. Masih berhubungan dengan pengertian tersebut, W.].S Poerwodarmita (2002:549)
mengemukakan pendapatnya mengenai peran polisi yang dimana menurutnya polisi merupakan badan
pemerintahan yang memiliki peran dalam melakukan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
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(Rudy Kosasih et al., 2023). Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa polisi merupakan aparat
penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemeliharaan terhadap masyarakat
luas terkait keamanan, ketertiban dan penjagaan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian telah memberikan penjelasan yang rinci
Terhadap kewajiban, tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh seorang polisi. Kepolisian adalah
salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat
(5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah
suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan
nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang
mengandung kemampuan membina serta mengebangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”. Dengan diadakannya UU kepolisian ini, maka
aturan bertindak oleh kepolisian juga telah tegas diatur. Pelaksanaan prinsip dan etika kepolisian yang
ditugaskan oleh negara untuk melakukan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia juga telah diatur
dalam Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sehingga kembali mempertegas
bahwasannya polisi merupakan aparat yang harus mematuhi kode etik yang telah tertulis dalam UU
kepolisian. Untuk lebih mempertegas aturan dalam menjalankan penegakan kode etik profesi polri maka
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No.
14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga dengan adanya peraturan peraturan yang telah
ada ini, kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota kepolisian NRI (Wawan Tunggul
Alam,2004).

Masyarakat dan polisi merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dalam proses bernegara
apabila masyarakat dan polisi dipisahkan akan memberikan dampak yang buruk. Hal ini sejalan dengan
Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Namun, dalam negara yang memiliki sistem politik otoriter, peran
polisi yang dinilai sebagai alat penegak hukum malah direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, adanya
polisi bukanya menjadikan dekat dengan masyarakat dan melakukan perlindungan malah sebaliknya.
Dengan kata lain, pada saat ini sangat sering ditemui bahwa polisi sudah tidak lagi mematuhi UU Kepolisian
sehingga banyak diantara pihak pihak kepolisian yang melakukan tindakan tidak profesional dan
cenderung melanggar kode etik yang jelas jelas telah diatur secara ketat, keras, dan tegas yang
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian (Rina Hasanah, 2023).

Pada tahun 2022 marak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu oleh
perwira tinggi Ferdy Sambo Terhadap bawahannya Brigadir Josua. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy
Sambo Ini adalah berupa perlakukan pelanggaran hukum dan kode etik yaitu pembunuhan berencana.
Brigadir Josua yang dibunuh oleh Ferdy Sambo ini menimbulkan opini opini negatif masyarakat terhadap
kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi panutan dalam beretika malah melakukan perbuatan keji
terhadap kemanusiaan seperti yang telah tertulis dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
Tentang kepolisian. Dalam melaksanakan wewenang untuk melakukan tindakan atau perbuatan tentu
pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan tindakan yang sewenang wenang dan
menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power dimana dalam sistem hukum Indonesia negara telah
membatasi perbuatan yang sewenang wenang karena tidak hanya melanggar hukum, namun juga
melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (Andi Haerur et al,, 2021).

Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang berkaitan dengan pembunuhan maka
Ferdy Sambo telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tribrata Catur
Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah”. Hal ini tentu memberikan
dampak yang signifikan oleh masyarakat kepada kepolisian terkait perilaku buruk. Akibatnya, kini
masyarakat jarang memberikan kepercayaan terhadap pihak kepolisian.

Etika dan Profesionalisme Polisi Dalam Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat

Etika dan profesionalisme polisi merupakan pondasi utama yang berpengaruh erat dalam
membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kode etik dan profesionalisme merupakan
dua hal yang saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat akan integritas,
legitimasi, keamanan, dan keadilan yang dihadirkan oleh institusi kepolisian. Kode etik merupakan
pedoman yang wajib dijalankan sebagai tugas kepolisian, karena kode etik inilah yang memiliki peranan
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penting dalam terciptanya profesionalisme kepolisian (Winyunila et al., 2024, 850). Dalam menjalankan
tugasnya, institusi kepolisian harus berpedoman sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
harus sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Fenandez et al.,2023).

Kode etik profesi kepolisian di dalamnya mencakup berbagai prinsip moral, seperti kejujuran,
keadilan, integritas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam berbagai kasus
yang pernah terjadi di Indonesia, seringkali para aparat kepolisian melanggar kode etik tersebut, seperti
yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat oleh atasannya sendiri yaitu Irjen Ferdy
Sambo. Sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Ferdy Sambo yang seharusnya
menjadi penegak etika dalam institusi kepolisian justru menyalahgunakan jabatannya dengan berbagai
upaya merekayasa kasus dan menghilangkan barang bukti perkara. Namun, setelah adanya desakan dari
masyarakat dan pengawasan eksternal, kasus ini kemudian terungkap. Akibatnya, banyak masyarakat yang
mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan internal institusi Polri. Masyarakat menilai jika
pemimpin Profesi dan Pengamanan (Propam) itu sendiri melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kode etik, maka bagaimana mungkin institusi tersebut bisa mengawasi aparatnya sendiri. Bahkan,
masyarakat jadi meragukan institusi Polri dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan
terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, etika dan profesionalisme memegang peran kunci dalam membangun
kepercayaan atau justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Indonesia.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian merupakan aspek fundamental yang
berpengaruh terhadap terjaganya ketertiban dan keamanan suatu negara. Apabila masyarakat memiliki
kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan kinerja dari lembaga kepolisian, maka tentunya akan
mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum menjadi semakin meningkat. Selain itu, partisipasi
masyarakat dalam penegakan hukum juga akan menjadi semakin meningkat, masyarakat tidak akan segan
untuk melaporkan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepada aparat kepolisian, sehingga
hal ini akan mendorong penegakan hukum menjadi semakin berkembang lebih baik dengan adanya
kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak
pidana. Akan tetapi sebaliknya, apabila kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap institusi Polri,
maka akan menyebabkan terjadinya resistensi terhadap penegakan hukum, pengabaian terhadap
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan bahkan dapat memicu terjadinya konflik antara
masyarakat dengan aparat kepolisian. Oleh sebab itu, agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat,
maka institusi kepolisian perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika dan profesionalisme.

Agar dapat meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, maka perlu dilakukan peningkatan
moral terhadap para aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan
sesuai harapan. Selain itu, ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian juga harus diterapkan secara
konsisten dan tidak sembarangan (Ramadan A. 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
(Wahyurudhanto, 2018) dalam jurnal yang berjudul “Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri”,
dijelaskan bahwa pelatihan berkelanjutan sangatlah diperlukan bagi para aparat kepolisian dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, terutama pelatihan dalam aspek
penegakan hukum yang adil dan pelayanan publik, seperti diadakannya pelatihan yang berfokus untuk
dapat meningkatkan profesionalisme dan responsivitas aparat kepolisian serta pelatihan untuk
meningkatkan transparansi dalam prosedur dan keputusan Polri. Selain itu, peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi Polri juga dapat dicapai melalui transparansi dalam penanganan kasus,
konsistensi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta akuntabilitas yang tinggi dari setiap
anggota kepolisian. Reformasi internal yang berkelanjutan, pendidikan etika yang komprehensif, dan
mekanisme pengawasan yang efektif baik dari internal maupun eksternal menjadi kunci untuk
memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama pasca terjadinya kasus-kasus
pelanggaran etik yang merusak citra institusi kepolisian.

Etika dan profesionalisme dalam lembaga kepolisian memainkan peran penting dalam
membentuk citra positif dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Apabila aparat polisi bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang
dilakukan, maka tentu akan membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Misalnya, jika ada suatu tindak
pidana yang melibatkan anggota kepolisian, maka proses investigasi haruslah dilakukan secara jujur dan
terbuka terhadap kasus yang ditangani, sehingga menunjukkan bahwa instansi kepolisian tidak melindungi
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih
percaya pada instansi kepolisian jika mereka melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa
keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

SIMPULAN
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Berdasarkan pembahasan diatas dapat simpulkan bahwa, peran polisi sebagai salah satu aparat
penegak hukum memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi keamanan, ketertiban, dan keharmonisan
masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap jalannya pembangunan nasional. Sebagaimana yang
dijelaskan Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi suatu hal krusial sebagai salah satu
prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Polisi diharapkan tidak hanya mampu
menjalankan fungsi penegakkan hukum dan pengawasan, namun juga mampu memberikan wujud
integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Meski demikian,
masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Seperti yang terjadi
pada 2022 lalu, dimana Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana
terhadap bawahannya.

Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap etika dan integritas internal
Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kasus ini menunjukkan bahwa etika dan profesionalisme
kepolisian memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Apabila seorang aparat
kepolisian melaksanakan tugasnya secara benar dan transparan sesuai dengan Kode Etik Kepolisian akan
tercipta profesionalisme dan peningkatan citra baik Kepolisian di mata masyarakat. Namun sebaliknya, jika
Kepolisian melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
maka akan berdampak pada kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Sebagaimana
yang terlihat pada kasus Ferdy Sambo, dimana kasus tersebut baru terkuak setelah adanya desakan dari
masyarakat kepada pengawasan internal kepolisian untuk meminta penjelasan terkait barang bukti
pembunuhan Brigadir Joshua. Kurangnya respon dan penjelasan yang meyakinkan atas desakan tersebut
menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas kepolisian. Kegagalan
dalam penerapan nilai-nilai kode etik ini, tidak hanya mengganggu jalannya penegakan hukum, tetapi juga
mengancam legitimasi wewenang polisi sebagai pengawas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh
karenanya, diperlukan peningkatan kompetensi dalam Kepolisian Republik Indonesia melalui perubahan
yang dimulai dari awal perekrutan anggota Kepolisian untuk menerapkan standar etika dan integritas
kepolisian, sehingga bisa terwujud penerus Kkepolisian yang lebih berintegritas yang mampu
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.
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